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ABSTRAK

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DUMAI
NAMA	: ANISA FAUZIAH
NIM	: 2010090811060

Strategi merupakan rencana atau langkah-langkah terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Pengetahuan tentang strategi mencakup pemahaman tentang cara merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Strategi sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa gejala masalah yaitu : 1) Masih ditemukan realisasi pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai. 2) Masih kurang nya kepatuhan wajib pajak dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Dumai.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui seberapa besar ketaatan masyarakat sebagai wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Dumai. 2) Untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 3) Untuk mengetahui realisasi dan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Geoff Mulgan (2009) ada lima indikator untuk mengukur implementasi program yaitu purposes (Tujuan), Environtment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan) dan Learning (Pembelajaran). 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai yang berjumlah 76 orang, Masyarakat sebanyak 25 orang dan Instansi yang terkait sebanyak 7 orang. Teknik yang digunakan untuk sebagian dari populasi pegawai ialah dengan menggunakan Teknik Purposive sampling,sedangkan untuk Masyarakat menggunakan Teknik sampling insidental. Jenis dan  sumber data yaitu observasi dan kuisioner, sedangkan Analisa data menggunakan Skala riket dan Pengukuran menggunkan interval.
Hasil Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dikategorikan Baik dengan total skor sebesar 3983. Adapun faktor pendukung yaitu:1) Terdapat Purposes, Environtment dan Action. Sedangkan faktor penghambat yaitu: 1) Masih Kurang nya Direction dan Learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi daerah dan kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satu nya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.
Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran pendapatan asli daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi PAD, berupa kolerasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap fungsi PAD.
Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaa fungsi perpajakan,dengan cara membayar kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dari seseorang yang sadar akan kewajibannya membayar pendapatan asli daerah mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pendapatan asli daerah yang berlaku.
Selain kesadaran, faktor pengetahuan pendapatan asli daerah juga sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT (surat pemberitahuan tahunan) dan membayar pendapatan asli daerah. wajib pajak yang tidak tau tentang pengetahuan PAD akan binggung berapa jumlah Pendapatan asli daerah yang seharusnya dibayarkan.
	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu birokrasi yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah, yaitu dengan menerima dan mengelola pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Untuk menunjang naik nya pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah maka diperlukan strategi.
Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melibatkan beberapa instansi utama yang berperan dalam pemungutan, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi. Di Kota Dumai, salah satu instansi utama yang bertanggung jawab adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan, melakukan penagihan, serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Selain Bapenda, Beberapa dinas atau lembaga lain berperan dalam mengelola sektor-sektor tertentu, antara lain:
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
DPMPTSP berperan penting dalam meningkatkan PAD dengan mendorong masuknya investasi baru yang berpotensi menambah penerimaan pajak dan retribusi, seperti BPHTB, PBB, dan pajak restoran. Melalui layanan perizinan yang cepat dan transparan, DPMPTSP menciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik lebih banyak investor dan membuka peluang usaha baru. Selain itu, dinas ini juga memungut retribusi dari berbagai izin, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha, yang langsung berkontribusi pada PAD. Dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan izin usaha, DPMPTSP memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak dan retribusi sesuai ketentuan.
2.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)
	PLN memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan energi listrik oleh masyarakat, sektor bisnis, dan industri. Dalam hal ini, PLN berperan sebagai agen pemungut pajak dengan menambahkan PPJ ke dalam tagihan listrik pelanggan setiap bulan. Dana yang terkumpul kemudian disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari PAD.
Selain itu, peningkatan konsumsi listrik juga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan PPJ. Ketika kegiatan ekonomi berkembang, seperti pembukaan usaha baru atau pembangunan kawasan industri, penggunaan energi listrik meningkat, dan hal ini berkontribusi pada bertambahnya pendapatan daerah. PLN juga mendukung upaya peningkatan PAD dengan memperluas akses listrik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani, sehingga potensi pajak yang dapat dipungut menjadi lebih besar.
3.	Dinas Perhubungan
	Dinas Perhubungan (Dishub) berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi parkir, terminal, dan angkutan umum, serta layanan uji KIR kendaraan. Pengaturan parkir di ruang publik dan lokasi strategis menghasilkan pendapatan langsung dari tarif yang diterapkan. Selain itu, terminal angkutan umum memberikan kontribusi melalui biaya masuk terminal dan perizinan trayek. Uji KIR yang wajib bagi kendaraan komersial juga menjadi sumber pendapatan dari biaya pemeriksaan berkala. Optimalisasi pengawasan, penertiban, dan digitalisasi layanan dapat meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran pendapatan, sehingga berkontribusi secara signifikan pada PAD.
4.	Dinas Pariwisata
	Mengelola sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, restoran, dan objek wisata.
5.	Dinas Perdagangan
	Dinas Perdagangan juga sering terlibat dalam pengembangan kebijakan perdagangan daerah, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, serta mengawasi harga barang dan jasa agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Mereka juga menangani masalah perizinan usaha yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, seperti izin usaha dan izin operasi pasar. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perdagangan memiliki peranan strategis dalam memungut retribusi dari pasar tradisional dan modern, serta pajak dari aktivitas perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, Dinas Perdagangan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
6. 	Dinas Perindustrian dan Koperasi (UKM)
	Mendukung perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang berkontribusi pada PAD melalui pajak dan retribusi yang berasal dari usaha kecil di daerah
7.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
DLH memiliki peranan dalam mengawasi dan mengelola aspek lingkungan hidup di daerah, serta memungut retribusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Retribusi yang dikelola oleh DLH biasanya mencakup biaya layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti retribusi pengelolaan sampah, pengolahan limbah, dan izin lingkungan untuk kegiatan usaha. Dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan, DLH juga berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Selain itu, DLH berperan dalam menyusun kebijakan dan program yang mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui berbagai program dan retribusi yang dikelola, DLH memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan PAD di daerah.
Strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk merencanakan langkah-langkah guna mencapai tujuan yang diingginkan. Strategi melibatkan penggunaan sumber daya yang ada agar dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan efesien demi mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Strategi juga dapat diartikan sebagai penentuan kerangka kerja dari aktivitas organisai atau perusahaan dan memberikan pedoman untuk menggordinasikan aktivitas, sehingga organisasi atau perusahaan dan memberikan pedoman untuk menggordinasikan aktivitas, sehingga organisasi atau perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Konsep yang terkait dengan pengelolaan strategi yaitu strategi publik.
	Strategi publik adalah strategi yang digunakan oleh organisasi atau sektor publik, seperti pemerintah, lembaga atau instansi untuk mencapai tujuan dan misi yang ditetapkan. Strategi ini biasanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan yang terjadi pada sektor publik. Tujuan strategi publik adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan transparan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Organisasi publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Organisasi publik juga dituntut untuk bertahan, berkembang dan beradptasi dengan lingkungan. Untuk menghadapi perubahan lingkungan yang berlangsung dengan cepat, setiap organisasi publik harus menerapkan berbagai metode pengelolaan sumber-sumber organisasi.
Permasalahan strategi yang sering dihadapi suatu organisasi yaitu kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan, serta kesenjangan antara apa yang inggin dicapai dimasa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, dibutukan peran pemerintah untuk menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdarkan peraturan dan pembagian wewenang.
	Perlu adanya rencana strategis (renstra) baru atau pun pengembangan strategi yang telah ada terus mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Dumai. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota dumai Tahun 2021-2025 yang disusun merupakan bagian integral dan implementasi visi dan misi Walikota Dumai periode lima tahun dapat mewujudkan vidi terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang unggul dan profesional. Sedangkan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu:
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal dan berkelanjutan.
2.	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khusunya terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3.	Memperkuat sumber daya manusia serta teknologi informan untuk mempermudah proses admnistrasi dan pelayanan.
	Penyusunan Renstra harus dilakukan secara serius. Untuk mewujudkan lima tahun kedepan, maka rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:








Tabel I.1
Rencana Strategis Badan pendapatan Daerah 
Kota Dumai, Tahun 2023
	Tujuan
	Indikator Kinerja
	Strategi
	Kebijakan
	Capaian

	Meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)
	1.Pertumbuhan PAD tahunan sebesar 10%.
2. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 25%.
	1. Optimalisasi pemungutan PAD
2. Digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah
	1.Penegakan hukum bagi wajib pajak tidak patuh.
2.Penyesuaian tarif PAD
	1.Penerimaan PAD 5% (kurang target).
2.Rasio PAD terhadap pendapatan mencapai 20%

	Meningkatkan kesadran wajib pajak daerah
	1.Target wajib pajak yang taat 15%.
2.Target partisipasi wajib pajak sebesar 20%.
	1. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan dunia usaha
2.Penggunaan teknologi untuk memudahkan pelaporan pajak.
	1.Program intensif bagi wajib pajak taat.
2. Peluncuran sistem pelaporan dan pembayaran pajak online.
	1.Jumlah wajib pajak taat turun 10%.
2.Partisipasi wajib pajak 16%.

	Peningkatan kualitas layanan
	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak mencapai 85%.
2. Jumlah layanan digital meningkat 30%
	1.Peningkatan kualitas SDM pelayanan pajak
2.Pengembangan aplikasi layanan PAD berbasis online

	Simplifikasi proses layanan administrasi pajak
	1.Indeks kepuasaan masyarakat 72% (target tidak tercapai).
2.penggunaan aplikasi PAD meningkat 35%

	Mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

	1. Jumlah temuan pelanggaran pajak 5%.
2.Rasio pembayaran pajak tepat waktu mencapai 92%.
	Pengawasan dan audit berkala terhadap wajib pajak
	1.Implementasi sistem informasi pajak berbasis teknologi.
2.Penerapan sanksi administratif dan hukum
	1.Kebocoran pendapatan melebihi target sebesar 7%.
2.Rasio pembayaran pajak tepat waktu mencapai 70%

	Meningkatkan diversifikasi sumber PAD
	1.Diversifikasi PAD dari sektor baru tumbuh 5%.
2.Jumlah sektor baru yang berkontribusi pada PAD.
	Identifikasi potensi PAD baru dari sektor pariwisata, industri kreatif.
	1.Penyesuaian regulasi untuk memperluas objek PAD.
2. Mendorong investasi sektor strategis.
	1.Pertumbuhan sumer PAD baru sebesar 6%.
2. Dua sektor baru (pariwisata dan industri kreatif) mulai berkontribusi.


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
	Dari tabel I.1 diatas dijelaskan tentang tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, setiap tujuan mencerminkan arah strategis yang diambil oleh Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, baik melalu penguatan pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan maupun pelayanan. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menunjukkan target spesifik yang harus dicapai dalam periode renstra, misalnya pertumbuhan tahunan pendapatan asli daerah atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak.
	Sedangkan Strategi adalah langkah-langkah taktis yang diambil untuk mencapai tujuan, seperti pemanfaatn teknologi dalam pelayanan dan pemutakhiran basis data pajak. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan keputusan atau aturan yang mendukung strategi, misalnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh atau peluncuran sistem pelaporan pajak secara online. Sedangkan capaian yakni hasil yang sudah diperoleh hingga 2023, yang menunjukkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan pendapatan Asli Daerah tahunan mencapai 5% dari target 10%.
	Merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan dengan Pendapatan Asi Daerah (PAD) Karena memberikan kerangka hukum dan kebijakan untuk memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan
a.	Pajak Daerah
	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan hadiah imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan tarif yang ditetapkan terbagi menjadi beberapa yaitu:
1.	Pajak Hotel
	Pajak yang dikenakan atas layanan penginapan, termasuk hotel, losmen dan tempat sejenisnya. Tarif dari Pajak Hotel berkisaran antara 5% hingga 10% dari pendapatan bruto atas jasa penginapan.
2.	Pajak Restoran
	Pajak yang dikenakan atas layanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, cafe, rumah makan, dll. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari total pendapatn bruto restoran (makanan dan minuman).
3.	Pajak Hiburan
	Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, pertunjukan dan konser. Tarif untuk pajak hiburan bervariasi tergantung jenis hiburan, antara 10% hingga 35% dari pendapatan bruto. Misalnya, tarif untu bioskop bisa lebih rendah dibandingkan konser atau hiburan malam.

4.	Pajak Reklame
	Pajak atas pemasangan iklan atau reklame, baik dalam bentuk spanduk, baliho dan papan iklan. Tarif dari pajak reklame tergantung pada jenis dan lokasi reklame, umunya antara 15% hingga 25% dari nilai sewa reklame.
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 
	Pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik dari PLN maupun Non PLN. Tarif dari PPJ sekitar 2% hingga 10% dari tagihan listrik, baik dari PLN maupun non-PLN.
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
	Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Tarif pajak PBB-P2 bervariasi berdasarkan nilai jual objek pajak dengan kisaran 0,1% hingga 0,3% dari nilai objek pajak jual tanah dan bangunan.
7.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, misalnya dari jual beli, hibah dan warisan. Tarif BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP), setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak dikenakan pajak.
8.	Pajak Air Tanah
	Pajak atas pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha. Tarifnya berkisar antara 10% hingga 20% dari nilai perolehan air tanah yang digunakan.
9.	Pajak Parkir
	Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Tarif pajak parkir sebesar 20% hingga 30% dari pendapatan bruto yang diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir.
b)	Retribusi Daerah
	Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Tarif retribusi juga bervariasi tergantung pada jenis layanan atau izin yang diberikan diantaranya sebagai berikut:
1. 	Retribusi Jasa Umum
	Dikenakan atas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan dan parkir umum.  Tarif untuk retribusi pelayanan kebersihan sekitar Rp.10.000 hingga Rp.50.000 per bulan, tergantung volume sampah. Retribusi parkir berkisar dari Rp.1.000 hingga Rp. 5.000 per jam, tergantung waktu dan zona. Dan Retribusi izin usaha bisa mulai dari Rp. 100.000 hingga berapaa juta, tergantung jenis usaha dan skala.
2.	Retribusi Jasa Usaha
	Merupakan retribusi yang dikenakan atas pemanfaatan aset daerah yang memberikan manfaat ekonomi, misalnya retribusi pemakaian aset daerah, terminal, dan pelabuhan. Tarif tergantung pada jenis usaha dan 
luas area yang disewa. Tarif bisa berkisaran ratusan juta hingga jutaan rupiah per bulan atau per meter persegi.
3.	Retribusi Perizinan tertentu
	Retribusi ini dikenakan atas pelayanan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan izin trayek. Contohnya, untuk izin mendirikan bangunan (IMB), tarif retribusi dihitung berdasrkan luas bangunan dan jenis penggunaan (Rumah tinggal. Komersial atau industri). Tarif per meter persegi berkisar Rp 2.500 hingga Rp 15.000 tergantung daerah. Sedangakan tarif untuk izin trayek tergantung pada jenis angkutan dan daerah, angkutan umum (angkot). Tarif dasar Rp 5.000-Rp 10.000 perpenumpang untuk jarak pendek.
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah keuntungan yang diperoleh daerah dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . Contohnya kerja dividen dari perusahaan daerah atau hasil kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga. Ini adalah pendapatan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada BUMD atau entitas lainnya. Tidak ada tarif tetap untuk ini karena didasarkan pada presentase keuntungan yang diterima pemerintah daerah dari investasi mereka, seperti dividen atau keuntungan usaha. Untuk cara penghitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan biasanya dilakukan dengan rumus yaitu:

	Dimana Pendapatan mencakup semua penerimaan yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan daerah, sedangkan biaya operasional mencakup semua pengeluaran yang diperlukanuntuk mengelola kekayaan tersebut. 
d)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri dari hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Mencakup sumber-sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam tiga kategori utama di atas, seperti yaitu:
1.	Denda Pajak dan Retribusi
	Dendan pajak dan retribusi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Tarif denda biasanya adalah presentase tertentu dari pajak atau retribusi yang terhutang dengan kisaran antara 2% hingga 5% per bulan keterlambatan.
2)	Bunga atas Simpanan atau Investasi Daerah yang Sah
	Adalah Imbal hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari penempatan dana pada instrumen keuangan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tarif yang digunakan tergantung pada suku bunga simpanan atau instrumen investasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.
		Peraturan Daerah Kota Dumai No 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai menyatakan jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kota Dumai. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai, bila pendapatan asli daerah meningkat maka APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu ada suatu upaya yang terencana dan sistematika untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama. Hal ini dilakukan karena dari tahun ke tahun sumbangsih pendapatan asli daerah Kota Dumai mengalami dinamika, yaitu terkadang turun dan terkadang naik. Rendah atau masih kecilnya sumbangan pendapatan asli daerah tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengelolaan.
	Mekanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai melibatkan beberapa langkah dan proses yang dikelola oleh instansi terkait, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme tersebut:
1.	Identifikasi Sumber PAD
	Pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai sumber PAD yang ada di wilayahnya. Sumber-sumber ini meliputi pajak daerah (seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan), retribusi (seperti retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah), serta pendapatan lainnya yang sah.
2.	Peraturan Daerah (Perda)
	Untuk memungut PAD, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Perda ini mencakup jenis pajak dan retribusi, besaran tarif, serta prosedur pemungutan dan sanksi bagi pelanggaran.
3.	Sosialisasi dan Edukasi
	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak dan retribusi. Hal ini penting agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya kontribusi terhadap PAD.
4.	Pendaftaran Wajib Pajak
	Wajib pajak diharuskan untuk mendaftar sebagai subjek pajak. Proses pendaftaran ini biasanya dilakukan secara online atau langsung ke kantor Bapenda. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemantauan dan pemungutan pajak.
5.	Pemungutan Pajak dan Retribusi
	Pemungutan dilakukan secara berkala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pajak, pemungutan dapat dilakukan secara langsung oleh Bapenda atau melalui pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sementara untuk retribusi, pemungutan biasanya dilakukan pada saat pelayanan diberikan.
6.	Penegakan Hukum dan Sanksi
	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berwenang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti keterlambatan pembayaran atau penghindaran pajak. Sanksi dapat berupa denda atau tindakan administratif lainnya.
7.	Pelaporan dan Pengawasan
	Setiap penerimaan PAD harus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah. Bapenda melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target pendapatan dapat tercapai.
8.	Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Setelah dipungut, PAD digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
	Dengan mekanisme ini, diharapkan pemungutan PAD di Kota Dumai dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
	Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),	Badan Pendapatan Daerah  memainkan peran yang sangat penting. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya yaitu:
1.	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
	Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah. hal ini dilakukan mulai pemetaan  potensi pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Dengan melakukan pemutakhiran data wajib pajak, diharapkan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan maksimal
2.	Peningkatan Sistem Pelayanan Pajak
	Badan Pendapatan Daerah juga berupaya meningkatkan pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem pembayaran pajak online. Dengan adanya digitalisasi, wajib pajak dapat membayar kewajiban mereka secara leih mudah dan cepat, yang pada akhirnya diharapakan dapat meningkatkan kepathan wajib pajak. Selain itu, sistem online juga mampu mengurangi kebocoran pendapatan akobat praktik korupsi atau kesalahan administrasi.
3.	Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak
	Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak daerah merupakan langkah yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat.
4.	Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Terkait
	Badan Pendapatan Daerah perlu membangun kerjasama dengan lembaga lain, seperti perbankan, kepolisian, dan kejaksaan. Untuk mendukung penagihan pajak yang lebih efektif. Melalu kerjasama dengan perbankan, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat memfasilitaskan pembayaran pajak secara online atau melalui ATM. Sedangkan kerjasama dengan penegak hukum dapat membantu dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak.
5.	Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
		Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat membentuk tim pengawas pendapatan asli daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu, penegakan hukum secara tegas harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak lain untuk lebih patuh.
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
	Meningkatkan kapasitas SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melalui pelatihandan peningkatan kompetensi juga merupakan upaya strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. SDM yang berkualitas akan lebih mampu melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, baik dari sisi perencanaan, pemungutan, maupun pengawasan.
	Melalui berbagai upaya ini, Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Kota Dumai merupakan salah satu daerah otonomi yang harus melaksanakan program-program pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk meralisasikan program harus diperoleh dengan kekuatan daerah nya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk memenuhi pembiyaan pembangunan, pemerintah Dumai berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan asli daerah.
	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, berkontribusi dalam memfasilitaskan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bergantung pada pasrtisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Berikut ini adalah tabel yang menampilakan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Dumai. Tabel inimenyajikan secara rinci sumber-sumber PAD . informasi ini sangat penting untuk memahamai sejauh mana kontrubsi PAD dalam mendukung keberlanjutan fisikal kota serta membiayai program pembangunan, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai diperlukan untuk mengetahui target, realisasi, presentase anggaran Kota Dumai tersebut.Dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel I.2
Presentase Pendapatan Asli Daerah yang dikelola
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023
	No
	Uraian
	Target
	Realisasi
	%

	A.
	Pendapatan Pajak Daerah
	60.389.509.000,00
	45.742.400.924,00
	76

	1.
	Pajak Hotel
	250.260.000,00
	81.380.000,00
	33

	2.
	Pajak Restoran
	2.800.000.000,00
	1.360.961.057,00
	49

	3.
	Pajak Hiburan
	200.000.000,00
	142.703.200,00
	71

	4. 
	Pajak Reklame
	1.550.000.000,00
	549.687.744,00
	36

	5.
	Pajak Penerangan Jalan
	14.000.000.000,00
	11.444.320.280,00
	68

	6.
	Pajak Air Tanah
	1.023.489.000,00
	446.173.600,00
	44

	7.
	PBB-P2
	29.565.760.000,00
	20.083.123.193,00
	82

	8.
	PBHTB
	11.000.000.000,00
	11.634.046.850,00
	106

	9.
	Pajak Parkir
	250.000.000,00
	175.000.000,00
	70

	B
	Pendapatan Retribusi Daerah
	47.986.440.000,00
	32.206.368.295,17
	67

	C
	Hasil Pengelolaan kekayaan yang di pisahkan
	
1.663.748.323,00
	
1.079.761.191,00
	
65

	D
	Lain-lain PAD yang sah
	600.100.000,00
	328.795.339,00
	55

	Jumlah
	367.029.306,324
	289.101.579,993
	70


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2023
	Berdasarkan tabel I.2 menunjukan bahwa target dan reaslisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai tidak tercapai. Kondisi tersebut diakibatkan strategi Badan Pendapatan Daerah di Kota Dumai yang belum dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak seua wajib pajak atau masyarakat mengetahui penting nya pendapatan asli daerah bagi pembangunan di Kota Dumai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai”.

B.	Rumusan Masalah
	Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis menemukan beberapa gejala masalah antara lain:
1.	Masih ditemukan realisasi pendapatan asli daerah yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2.	Masih Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Dumai.
	Berdasarkan gejala masalah yang telah disampaikan diatas mengenai masih kurang nya PAD yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka dapat dirumuskan masalah penelitin yang akan dibahas oleh penulis adalah “ Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai”.
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	1.	Tujuan Penelitian
	a.	Untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daeah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
	b.	Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	



	2.	Kegunaan Penelitian
	a.	Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai.
	b.	Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu administrasi.
	c.	Sebagai bahan informasi kepada penelitian lainnya dalam meneliti terhadap permasalahan yang sama.
















BAB II
TELAH PUSTAKA
A.	KerangkaTeori
	Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapan teori yang dianggap sesuai dengan permasalahan penulis dalam penelitian, diantaranya teori strategi publik terhadap pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Kota Dumai.
1.	Strategi
	Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono dalam Umar (2008:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertasi penyususnan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
	Johnson and Scholes (2016:29) mengatakan startegi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkup yang menantang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.
	Menurut P. Robbins dan Coulter (2014:267) Manajemen strategi  adalah apa yang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manejemen dasar perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian. 
	Proses Manejemen startegik adalah enam langkah yang mencakup perencanaan strategis, impementasi, evaluasi hasil. Evaluasi dan implementasi sama pentingnya, bahkan startegi terbaik pun bisa gagal jika manejemn tidak menerapkan atau mengevaluasi dengan benar. Menurut Stephen P.Robins & Marry Coulter (2014:268) proses strategi yaitu:
a.	Mengidentifikasikan organisasi misi, tujuan dan strategi Saat ini semua organisasi membutuhkan pernyataan misi dari tujuan tersebut. Mendefinisikan misi memaksa para manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan.
b.	Melakukan analisis eksternal apa dampak dari tren berikut untuk organisasi.
c.	Melakukan analisis internal, analisisi internal memberikan informasi penting tentang sumber daya dan kemampuan organisasi tertentu.
d.	Merumuskan strategi sebagai manajer yang merumuskan strategi, mereka harus mempertimbangkan realitas lingkungan dan kemampuan eksternal untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuan.
e.	 mengembangkan strategi yaitu usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk mereapkan ilmu perilaku guna pengembangan sistem.
f.	Pengimplementasian strategi
	Menurut Supriatna (2018) Strategi membentuk dasar awal bagi organisasi dan komponennya untuk merencanakan langkah-langkah, mempertimbangkan faktor internal eksternal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan strategi harus selaras dengan tujuan ingin dicapa. Strategi berperan sebagai perluasan misi dan visi, menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, dan harus dapat berkembang untuk mengatasi isu-isu strategi. Keseluruhan strategi dirancang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
	Menurut Hamel dan Prahalad yang mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat Incremental atau senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Sedangkan Menurut Ohmae strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Tujuan strategis Memungkinkan organisasi ataupun bisa bersaing bekerja secara efektif dan efisien.
	Argyris, Mintzbeg, Steiner dan Miner mengatakan Strategi merupakan respon Secara terus menurus adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Sedangkan menurut Porter strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
	Kotten (Salusu,2006) membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu:
a.	Corporate Strategy (Strategi Organisai)
	Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi.
b.	Program Strategy (Strategi Program)
	Strategi ini lebi memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.
c.	Reseurce Support Strategy (Strategi pendukung sumber daya)
	Strategi ini Memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
d.	Institusional Strategy (Strategi kelembagaan)
	Fokus dari strategi ini mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.
	Menurut Edi Yunus dalam buku Manajemen Strategi (2016) menyebutkan bahwa manajemen strategi terdiri dari delapan tugas penting yaitu:
1.	Merumuskan misi, maksud serta secara perusahaan.
2.	Melakukan analisis kondisi kapabilitas internal organisasi.
3.	Menilai lingkungan eksternal, faktor penghambat dan faktor kontekstual.
4.	Menganalisi Sumber daya.
5.	Mengidentifikasikan pilihan yang menguntungkan dan mengevaluasi berdasrkan misi organisasi.
6.	Menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama.
7.	Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan misi dan visi. 
8.	Mengimplementasikan strategi dengan manajemen seluruh sumber   daya organisasi dan evaluasi keberhasilan proses
	Sebagaimana yang dimaksud oleh Wheelen dan Hunger dalam Safi dan Satliti (2016:3) Pelaksanaan strategi adalah proses mewujudkan strategi yang telah di Formulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator yaitu program, anggaran serta prosedur. Menurut Charles Hofer, Higgins (1985) Yaitu Enterprise Strategy yang strategis berkaitan pada respon masyarakat. Setiap strategi memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat sekumpulan atau kelompok orang yang berada di luar organisasi yang tidak bisa dikontrol.
	Supanto (2016) Menjelaskan Manajemen strategi pada organisasi publik merupakan bagian sangat penting dari dministrasi publik, yang merupakan bidang kajian yang lebih luas karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintah saja namun juga mencakup pada aspek politik, sosial kultural dan hukum yang berpengaruh pada publik. Selain itu, manajemen publik berhubungan dengan fungsi dan prinsip manajemen yang berlaku baik di sektor publik maupun di sektor non pemerintah. Berdasarkan pendapat Bastian (2016) Manajemen sektor publik Ialah rencana mengenai serangkaian aktivitas yang mencangkup seluruh elemen yang kasat mata untuk menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
	Bryson yang dikutip oleh Suaedi (2019) menjelaskan, “pembahasan menajemen strategi sector publik lebih ditekankan pada perkembangan dan penyelarasan visi, misi, mandat, strategi dan cara organisasi bekerja dengan acuan dari strategi utama (kebijakan, program atau kegiatan baru) sekaligus memperhatikan para stakeholder yang menjadi pusat perhatian, sumber daya serta keluaran dari organisasi”. Berdasarkan persamaan tersebut, dijelaskan oleh Renyowijoyo (2012) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sektor publik adalah sebuah organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan. Kendali tersebut berupa penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik, pemerintah. Beberapa model Strategi publik diantarnya:
1. Model Glueck
           Menurut William F Glueck mengembangkan beberapa model manajemen strategis berdasarkan proses pengambilan keputusan umum. Fase model ini adalah sebagai berikut :
a.	Elemen manajemen strategis untuk menentukan misi, sasaran dan nilai perusahaan dan pembuat keputusan utama”.Analisis dan diagnosis untuk mencari lingkungan dan mendiagnosis dampak dari ancaman dan peluang”. 
b.	Pilihan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dan memastikan bahwa strategi yang tepat dipilih.
c.	 Implementasi untuk mencocokkan rencana, kebijakan, sumber daya, struktur dan gaya administrasi dengan strategi.
d.	 Evaluasi untuk memastikan strategi dan implementasi akan mencapai tujuan.
           Sebagai kontribusi besar untuk proses manajemen strategis, Glueck mempertimbangkan dua elemen, yaitu: “tujuan perusahaan atau tujuan organisasi yang meliputi misi dan tujuan organisasi, strategi organisasi”. Selain itu Glueck memerinci proses perencanaan menjadi fungsi dan analisis dan diagnosis, pilihan, implementasi dan evaluasi. Model ini juga memperlakukan factor kepemimpinan, kebijakan dan organisasi. Namun, Glueck menghilangkan kegiatan perencanaan strategi jangka menengah dan jangka pendek yang penting.
2.  Model Thompson dan Strickland
             Menurut Thompson dan Strickland (2001), Fenik (2001), Suaedi (2019) mengembangkan beberapa model manajemen strategis. Menurut pendapatnya, “manajemen strategis ialah proses yang berkelanjutan, artinya tidak ada yang final dan semua tindakan dan keputusan sebelumnya tunduk pada modifikasi masa depan”. Terdapat enam elemen utama manajemen strategi yang terdiri dari:
a.	Set a mission and goals (menentukan misi dan tujuan)
b.	Assess the environment (menilai lingkungan)
c.	Appraise company capability (mengukur kapabilitas dari organisasi)
d.	Craft the strategy (menysusun strategi)
e.	Implement the strategy (mengimplentasikan strategi)
f.	Evaluate and control the strategy (mengevaluasi dan mengendalikan strategi. Secara umum, model tersebut menyoroti hubungan antara misi organisasi, tujuan jangka Panjang dan jarak dekat dan strategi.
Terdapat 3 tahapan dalam proses manajemen strategi, yaitu:
1.	Formulasi Strategi
          Formulasi strategi atau perumusan strategi adalah proses pembentukan visi, misi dan tujuan organisasi serta memilih diantara strategi alternatif. Kadang-kadang perumusan strategi ini juga disebut sebagai perencanaan strategi. Perumusan strategi merupakan pengembangan perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan yang efektif melalui analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Pada tahap formulasi strategi ini meliputi penetapan visi, misi, tujuan, strategi dan penetapan kebijakan (Wheelen dan Hunger, 2012).
2.	Implementasi Strategi
           Implementasi strategi merupakan proses menerjemahkan strategi dan kebijakan kedalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran biaya dan prosedur. Proses ini mencakup adanya perubahan-perubahan dalam budaya, struktur dan sistem manajemen secara komprehensif dalam organisasi. (Wheelen dan Hunger, 2012)
3.	Evaluasi Strategi
	Evaluasi strategi merupakan bagian akhir dari dari manajemen strategi yang perlu dilaksanakan karena keberhasilan yang dicapai saat ini tidak bisa menjadi jaminan bagi kesuksesan di masa mendatang. Evaluasi merupakan tahap akhir dari manajemn strategi yang memiliki 3 kegiatan pokok yaitu : mengkaji ulang faktor internal dan eksternal organisasi yang menjadi dasar perumusan strategi yang diterapkan saat ini ; mengukur kinerja dan melakukan tindakan korektif. (Wheelen dan Hunger, 2012)
	Geoff Mulgan (2009) menyatakan “Public strategy is the systematic use of public resources and power, by public afencies, to achieves public goods”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan Sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntuhkan untuk organisasi pembuat kebijakan (Pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yangt dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintah ke dalam lima indikator yaitu:
1.	Purposes
	Dalam strategi pemerintahan, Purposes berarti elemen penting yang menentukan arah dan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan ini tidak hanya tentang mencari keuntungan finansial, tetapi juga tentang memberikan makna mendalam pada eksistensi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2.	Environtment
	Environtment dalam konteks strategi pemerintah merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan dan keberhasilan strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Ini mencakup kondisi ekonomi, politik, hukum, dan faktor-faktor lain di luar kendali pemerintah yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan program-program pemerintahan.
3.	Direction	
	Direction dalam strategi pemerintah merujuk pada arah atau tujuan keseluruhan yang diambil oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program-programnya. Ini mencakup penentuan arah dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh pemerintah, serta strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memiliki arah yang tepat, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan dan program-programnya untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
4.	Action
	Dalam strategi pemerintahan, Action (tindakan) berarti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi. Tindakan ini dapat berupa kebijakan, program, proyek, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kemampuan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.	Learning
	Dalam strategi pemerintahan, Learning berarti proses evaluasi dan pengembangan strategi yang dilakukan oleh pemerintah setelah mengimplementasikan kebijakan dan programnya. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas strategi dan mengatasi masalah yang timbul selama implementasi	
2.    Pendapatan Asli Daerah (PAD)
         Menurut Baldric (2017:23) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.
         Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiyaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian presentase melebihi 70% dari total penerimaan PAD.
	Indra Halim (2007 : 96) mendefenisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan seberapa besarnya pendapatan suatu kota/kabupaten. Sedangkan Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain.
            Menurut Mardiasmo (2002:146) Pendapatan asli daerah (PAD) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	Sedangkan menurut Djaenuri (2012:88) Pendapatan asli daerah (PAD) mengartikan bahwa Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun menurut Darise (2006:145) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomidaerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
	Menurut Nafsi Hartoyo (2017) Faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, Kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
	Sedangkan menurut Widayat Wahyu(1994) penyebab utama rendahnya PAD yaitu. Pertama, Kurangnya kesadraan masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Kedua, Biaya pungut yang masih tinggi. Ketiga, Peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Keempat, Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.
 	Menurut Nasir  (2019), Pendapatan Asli Daerah didefenisikan sebagai sumber pokok pendapatan yang terbesar yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai urusan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat.
B. 	Operasional Variabel Penelitian
		Untuk mempermudah dalam menganalisa dan menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan operasional variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti..
a.	Strategi
	Yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini yaitu suatu pendekatan atau tindakan yang di rancang untuk mencapai tujuan yng berkaitan dengan peningkatan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan efesiensi dalam mengelola pendapatan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
	Dalam Penelitian ini menggunakan teori oleh Geoff Mulgan (2009) yang mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur strategi publik (pemerintah) yaitu:
1.	Purposes
	Yang dimaksud dengan Purposes dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk sebuah tujuan dibutuhkan strategi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasikan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Untuk melihat Purposes dalam strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai penelitian ini dapat diukur dari Sub Indikator sebagai berikut:
a.	Adanya kemampuan pimpinan dalam membuat strategi yang jelas dalam memimpin.
b.	Adanya kemampuan pegawai dalam menjalankan strategi sesuai dengan program yang telah direncanakan.
c.	Adanya kemampuan pegawai dalam menjalankan strategi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
2.	Environtment
	Environtment adalah kemampuan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menjalankan kebijakan dan praktek yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dari sisi politik dan regulasi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat mempengaruhi otonomi fisikal daerah dan juga potensi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan baru.
Untuk melihat Environtment dalam Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai penelitian ini dapat diukur dari Sub Indikator Environtment sebagai berikut:
a.	Adanya kemampuan pegawai memahami perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak.
b.	Adanya kebijakan yang diterapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
c.	Adanya peluang usaha yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3.	Direction
	Direction adalah kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mengerakkan dan memberikan arahan bagi organisasi untuk pencapaian strategi yang telah ditetapkan.
	Untuk melihat Direction dalam Strategi Badan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai penelitian ini dapat diukur dari Sub Indikator Direction sebagai berikut:
a.	Adanya kemampuan pegawai dalam memberikan solusi kepada wajib pajak sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan.
b.	Adanya kemampuan pegawai menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami dalam menjelaskan manfaat pajak.
c.	Adanya kemampuan pegawai dalam melaksanakan administrasi dalam pelayanan.
4.	Action
	Action adalah keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menetukan perencanaan dan implementasi strategi, action mengacu pada tindakan konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan strategi, dan ini memerlukan alokasi sumber daya.
Untuk melihat Action dalam Strategi Badan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai penelitian ini dapat diukur dari Sub Indikator Action sebagai berikut:
a.	Adanya kemampuan pegawai mencapai target yang telah ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan perencanaan strategi.
b.	Adanya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan strategi
c.	Adanya sistem pembayaran berbasis online mengurangi resiko keterlambatan pembayaran pajak.
5.	Learning
	Learning adalah proses pembelajaran dan pengembangan yang dilakukan Bapenda, untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan untuk memperbaiki strategi dan operasional yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
	Untuk melihat Learning dalam penelitian Strategi Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari Sub Indikator sebagai berikut:
a.	Adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan data dan informasi yang relevan untuk menilai strategi.
b.	Adanya Umpan balik dari wajib pajak untuk pengembangan strategi
c.	Kemampuan pimpinan membuat strategi baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
	
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari tiga sub indikator. Masing-masing sub indikator tersebut akan dijadikan acuan untuk menyusun item pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
a.	Baik			: Baik diberi skor 3
b.	Cukup Baik		: Cukup baik diberi skor 2
c.	Tidak Baik		: Kurang baik diberi skor 1


















BAB III
METODOLOGI  PENELITIAN
A.	Lokasi Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Dalam penelitian ini penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai lokasi yang beralamat di Jl. Brigjen Hr Soebrantas No 135 Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu karena Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai penunjang keuangan daerah dimana kegiatannya yaitu mengelola pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak.
B.	Populasi dan Sampel
		Menurut Sugiyono (2019:126), menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.
	Sedangkan  Menurut Sugiyono (2018)  teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam purposive sampling, sampel dipilih karena dianggap memenuhi kriteria atau memiliki karakteristik khusus yang diperlukan untuk memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian.  
	Sedangkan sampel untuk mayarakat ditentukan dengan menggunakan teknik Sampling Insidental, menurut Sugiyono (2013:96) yaitu penentuan sampel secara kebetulan dimana siapa saja yang secara kebetulan dijadikan responden penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 25 hari kerja dengan sampel 1 orang perharinya sehingga sampel untuk masyarakat sebanyak 25 orang. Untuk lebih jelas keadaan populasi dan sampel dapat dilihat sebagai berikut: 
	Untuk lebih jelas keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian
pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Jabatan
	Jumlah
	
Presentase (%)

	
	
	Populasi
(orang)
	Sampel
(orang)
	

	1
	Kepala Badan
	1
	1
	100

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100

	3
	Kepela Sub Bagian
	3
	3
	100

	4
	Kepala Bidang
	4
	4
	100

	5
	Kepala Sub Bidang
	12
	12
	100

	6
	Staf/Pelaksana PNS
	49
	25
	50

	7
	TKPK
	60
	30
	50

	8
	Instansi yang terkait
	7
	7
	100

	9
	Masyarakat
	25
	25
	

	Jumlah
	162
	108
	-


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun  2023

C.	Jenis dan Sumber Data
	Jenis dan Sumber Data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memperoleh dari dua sumber yaitu:
1.	Data Primer
	Menurut Sugiyono (2012:156) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Yang dalam hal ini data responden penelitian dengan data yang diperoleh antara lain:
a. Purposes
b. Environtment
c. Direction
d. Action
e. Learning
2.	Data Sekunder
        Menurut Sugiyono (2012: 156) data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh dari objek penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai antara lain:
a.	Sejarah  ringkas Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b.	Struktur Organisasi dan tujuan pokok dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
	c.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
d.	Target dan Realisasi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023.
e.	Latar Belakang Pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
f.	Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
D.	Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Observasi
	Menurut Sugiyono (2012 : 156) observasi adalah suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
b. Kuesioner (angket)
 	Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti dengan pasti variabel yang akan diukur dan atau apa yang bisa diharapkan responden, cukup besar dan tersebar di wilayah luas, Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.
	Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos, dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden sukarela akan memberikan data obyektif dan cepat. (Sugiyono, 2015:199).


E.   	Analisis Data
	Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penganalisisan secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsi  data  penelitian sesuai dengan indikator-indikator yang akan diteliti. Selanjutnya  hasil penelitian akan diuraikan secara kualitatif, sehingga diperoleh  gambaran mengenai situasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Setelah data yang diperlukan semua dapat terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokan data menurut jenis data, dan langkah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi persentase serta uraiannya.
Adapun Analisa data penulis menggunakan metode kuantitatif menurut Sugiyono dalam (Erlianti et al., 2024) metode penelitian kuantitatif pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel yang biasanya dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrument penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 
Pengukuran data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah menggunakan Skala Likert.  Menurut (Sugiyono, 2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneitian. Dengan skala likert, maka diperoleh skor masing-masing penilaian dengan rentang skor 1-3  jawaban responden bervariasi dengan kriteria Baik, Cukup Baik ,dan Tidak Baik. Untuk mengukur hasil dari keseluruhan jawaban masing-masing variabel dan indikator dalam penelitian ini digunakan skala interval sehingga bisa diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini.
Maka dalam penelitian ini jawaban yang disajikan pada kuesioner (angket) digolongkan pada setiap indikator sebanyak 3 pertanyaan. Dengan jumlah sampel 108 orang. Selanjutnya interval untuk setiap indikator sebagai berikut:
1.	Pengukuran untuk setiap indikator penelitian.
	Untuk menetukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind dalam (Zulganef, 2018). Maka langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah.
a.	Skor Tertinggi	= 3 x 3 x 108 = 972
b.	Skor Terendah	= 1 x 3 x 108 = 324
         Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef, 2018) yaitu:


Keterangan :
i  = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas
          Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:



Maka kategori penilaian untuk setiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Kelas

	Baik

	756-972

	Cukup Baik

	540-756

	Tidak Baik

	324-540



     Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasrkan garis kontinium sebagai berikut:
	
 324               TB             540	  CB	           756	      B                  972

2.	Pengukuran Variabel Penelitian
	Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 108 orang, rencana pernyataan yang akan diajukan sebanyak 15 pernyataan. Selanjutnya untuk menentukan kategori penelitian terhadap variabel penelitian, maka ditentukan sebagai berikut:
a.   Skor Tertinggi = 3 x 15 x108 = 4.860
b.   Skor Terendah = 1 x 15 x108 = 1.620
           Selanjutnya menetukan interval kelas (i) menggunkan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef,2018) yaitu:

Keterangan :
i= interval
H= nilai data tertinggi
L= nilai data terendah
K= Jumlah kelas
          Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:



Maka Kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Kelas

	Baik

	3.780-4.860

	Cukup Baik

	2.700-3.780

	Tidak Baik

	1.620-2.700



         Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:
		
1.620           TB             2.700	  CB	          3.780	        B	           4.860

Dalam membahas hasil jawaban dari responden, penulis menyajikan data yang mencakup frekuensi dari skoring serta diagram pie dan garis kontinum.












BAB IV
GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KOTA DUMAI

A.	 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai			 Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tangan 20 April 1999, dengan wilayah administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa. Pada tahun 2001 mengalami pemekaraan menjadi 5 kecamatan dan 32 kelurahan. Perkembangan Kecamatan di Kota Dumai terakhir adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota Dumai dan Dumai Selatan, Sehingga Kota Dumai Memiliki 7 Kecamatan sejak tahun 2012. Kota Dumai  didukung beberapa perangkat daerah, salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
          Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R Soebrantas No. 135. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah.
           Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam  meningkatkan Pendapatan Daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Badan Pendapatan Daerah.
	Visi yang hendak diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Unggul dan Profesional” sesuai dengan visi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai misi sebagai berikut:
1) Mewujudkan aparatur yang profesional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
3) Meningkatkan Kesadaraan masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah atas kewajiban terhadap perpajakan.
B.	Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
          	Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dibawah ini :
1)  	Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan Jenis Kelamin.
	Dalam Organisasi keberadaan  manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun pekerjaan dalam organisasi biasanya baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kerja yang berbeda.
         Untuk melihat Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasrkan jenis kelamin dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan
Perjanjian KERJA (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
	
No
	
Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	
Total
	
Presentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	43
	19
	62
	47,69 %

	2
	Perempuan
	27
	41
	68
	52,31%

	Jumlah
	70
	60
	130
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024

	Berdasarkan tabel II.2, dapat diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berjumlah 130 orang, dengan jenis kelamin perempuan yaitu 68 orang (52,31 %), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang (47,69).

2)  	Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasrkan Umur.
          Dalam mencapai tujuan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus mempertimbangkan faktor usia Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada organisasi tersebut untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
	Untuk melihat umur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdapat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.2
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK) Berdasarkan umur
	No
	Umur
	Jumlah (orang)
	Total
	Presentase
(%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	20-29 Tahun
	4
	31
	36
	27.70%

	2
	30-39 Tahun
	20
	12
	32
	24,62%

	3
	40-49 Tahun
	30
	14
	44
	33,84%

	4
	50-59 Tahun
	16
	2
	18
	13,84%

	Jumlah
	70
	60
	130
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
	Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa umur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai paling banyak yang berusia 40-49 Tahun yaitu 44 orang (33,84%) dan paling sedikit 50-59 Tahun sebanyak 18 orang (13,84).

3)  Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasrkan Tingkat Pendidikan.
Pendidikan merupakan hal terpenting yang telah dimiliki SDM aparatur agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai karena pendidikan berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan berfikir. Setiap organisasi memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan. Hal penting yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota organisasi dalam bekerja adalah latar belakang pendidikan formal.
Latar belakang pendidikan seseorang ASN dan TKPK dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk melihat tentang pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.3
Keadaan ASN dan TKPK Berdasrkan Tingkat Pendidikan
	
No
	
Pendidikan
	Jumlah (Orang
	
Total
	
Presentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	S2
	6
	0
	6
	4,62 %

	2
	S1
	17
	11
	28
	21,54 %

	3
	D III
	7
	4
	11
	8,46 %

	4
	SMA
	40
	40
	80
	61,54 %

	5
	SMP
	0
	4
	4
	3,08 %

	6
	SD
	0
	1
	1
	0,76 %

	Jumlah
	70
	60
	130
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
          Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah cukup baik, karena sebagian besar pegawai berlatar belakang SMA dan Strata Satu (S1). Melihat kondisi tingkat pendidikan pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang relatif baik, akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, sebab pada sebagian terdapat pegawai dan TKPK yang berpendidikan Strata Satu (S1) baik dalam disiplin ilmu sosial maupun eksakta yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis.
         Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) 130 orang. Jumlah ASN dan TKPK Pendidikan Master (S2) sebanyak 6 orang (4,62%), pendidikan strata satu (S1) sebanyak 28 orang (21,54%), Diploma Tiga (DIII) sebanyak 11 orang (8,46%), SMA sebanyak 80 orang (61,54%), dan SMP sebanyak 4 orang (3,08%), sedangkan berpendidikan SD 1 orang (0,76%).
4)  	Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasrkan Pangkat/Golongan Ruang.
Pangkat/golongan ruang tertentu pada Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menentukan keberadaannya pada organisasi. Dalam organisasi pemerintah, pangkat/golongan ruang biasanya dijadikan dasar penempatan seorang ASN dalam menduduki jabatan pertimbangan untuk promosi karier dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dicapainya dengan aturan yang berlaku. Adapun komposisi pegawai menurut pangkat/golongan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan
Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Pangkat (Golongan Ruang)
	No
	Pangkat/Golongan Ruang
	Jumlah(Orang)
	Presentase (%)

	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1
	0,76 %

	2
	Pembina Tk.I (IV/b)
	1
	0,76 %

	3
	Pembina (IV/a)
	2
	1,53 %

	4
	Penata Tk.I (III/d)
	9
	6,92 %

	5
	Penata (III/c)
	10
	7,69 %

	6
	Penata Muda Tk.I (III/b)
	7
	5,38 %

	7
	Penata Muda (III/a)
	6
	4,61 %

	8
	Pengatur Tk.I (II/d)
	16
	12,30 %

	9
	Pengatur (II/c)
	14
	10,76 %

	10
	Pengatur Muda Tk. (II/b)
	1
	0,76 %

	11
	Pengatur Muda (II/a)
	3
	2,30 %

	12
	Juru (I/c)
	0
	0 %

	13
	Non Golongan
	60
	46,15 %

	Jumlah
	130
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
Berdasarkan data pada tabel IV.4 diatas, dapat diketahui pangkat/golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
5)  		Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja.
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi pada Badan Pendapatan Daerah perlu adanya ASN dan TKPK untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah, Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan bidang kerja pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.5
Keadaan Aparatur sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan 
Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja.
	No
	Bagian/Bidang
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	1
	Kepala Badan
	1
	0,77 %

	2
	Sekretariat
	1
	0,77 %

	3
	Subbagian Perencanaan
	5
	3,85 %

	4
	Subbagian Tata Usaha
	31
	23,85 %

	5
	Subbagian Keuangan dan Aset
	7
	5,38 %

	6
	Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	27
	20,77 %

	7
	Bidang Penagihan
	14
	10,77 %

	8
	Bidang Hukum dan Keberatan
	9
	6,92 %

	9
	Bidang PBB dan BPHTB
	35
	26,92 %

	Jumlah
	130
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
         Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang terbanyak berada pada bidang PBB dan BPHTB yaitu sebanyak 35 orang (26,92%), Bagian Tata Usaha yaitu sebanyak 31 orang (23,85 %), Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebanyak 27 orang (20,77%), Bidang Penagihan yaitu sebanyak 14 orang (10,77 %).
6)	Keadaan Aparatur Sipil (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Status Pangkat.
           Instansi pemerintah tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencapai kinerja dan prestasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Status pangkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman dalam menjalankan tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.6
Keadaan ASN dan TKPK Berdasarkan Status Pangkat
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	1
	ASN
	70
	53,85 %

	2
	TKPK
	60
	46,15 %

	Jumlah
	130
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
           Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai lebih banyak dari pada jumlah Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).
7)  	Keadaan Aparatur Sipil (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Masa Kerja.
           Masa kerja ASN dan TKPK  juga akan menentukan kelancaran dan pemahaman pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel:
Tabel IV.7
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Masa Kerja
	No
	Masa Kerja
	Jumlah (Orang)
	Total
	Presentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	1-5 Tahun
	10
	23
	33
	25,38 %

	2
	6-10 Tahun
	31
	14
	45
	34,61 %

	3
	11-15 Tahun
	18
	20
	38
	29,23 %

	4
	16-20 Tahun
	4
	1
	5
	3,85 %

	5
	21-25 Tahun
	4
	0
	4
	3,07 %

	6
	26-30 Tahun
	2
	1
	3
	2,38 %

	7
	31-35 Tahun
	1
	1
	2
	1,54 %

	Jumlah
	70
	60
	130
	1000 %


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
         Berdasarkan tabel, bahwa presentasi tertinggi masa kerja Aparatur ASN dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yaitu masa kerja 6 -10 tahun sebanyak 45 orang (34,61%), masa kerja 11-15 tahun sebanyak 38 orang (29,23%), masa kerja 1-5 tahun sebanyak 33 orang (25, 38%), masa kerja 16-20 tahun sebanyak 5 orang (3,85%) dan masa kerja 21- 25 tahun sebanyak 4 orang (3,07%), sedangkan masa kerja 26-30 tahun sebanyak 3 orang (2,38%), serta masa kerja 31-35 tahun sebanyak 2 dua orang (1,54 %).
C. 	Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan     Pendapatan Daerah
          Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang memperhatikan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing antara kedudukan dan peraturan dalam suatu lingkungan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi.
          Berdasarkan Perda Kota Dumai No 69 Tahun 2016. Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut. Adapun tugas dan fungsi pada struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menurut Peraturan walikota Nomor 69 tahun 2016 sebagai berikut:




a.	Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 
Adapun Tugas dan fungsi BAPENDA Kota Dumai menurut Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 sebagai Berikut:
1.	Kepala Badan
	Pada pendapatan daerah bertugas membantu Walikota Dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepala Badan mempunyai fungsi, yaitu 
1.	Perencanaan pengembangan pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan.
2. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja dan penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan.
3. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah.
4.Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang dengan peningkatan pendapatan daerah serta penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah.
5. Menyusun rencana dan penyelenggaraan sistem pendapatan daerah 6 pendataan penetapan dan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau (PBHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyiapan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup fungsinya
2.		Sekretariat
Sekretariat bertugas melakukan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan,penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggan. Sekretariat mempunyai fungsi, yaitu: 
1. Pengkoordinasian kegiatan Badan pendapatan daerah.
2. Pengkoordinasian dan penyesuaian rencana Program dan anggaran badan pendapatan daerah.
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian keuangan rumah tanggaan kerjasama Hubungan Masyarakat arsip dan dekomposi pada badan pendapatan daerah.
4. Penataan organisasi dan tatalaksana.	
5. Pengorganisasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang atau jasa.
7. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Sekretariat terdiri dari :	
a)		Subbagian Perencanaan
Subbagian perencanaan bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
b)     Subbagian Tata Usaha
          Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
c)		Subbagian Keuangan dan Aset
Subbagian Keuangan dan Aset bertugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
3.		Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas menyiapkan bahan pendaftaraan, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi yaitu:
1.	Penyiapan bahan perumusan sistem dan prosedur pendaftaraan, pendataan dan penetapan.
2.	Pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaraan, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
3.	Pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan paja daerah dan retribusi daerah.
4.	Pelaksanaan Pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
5.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
6.	Penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
a)		Subbagian Pendaftaran dan pendataan
Subbidang Pendaftaran dan Pendatan bertugas menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajakdaerah dan retribusi daerah, menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendaftaraan dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
b)	Subbagian Penetapan
	Subbidang Penetapan bertugas menyiapkan admnistrasi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
c)	Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi
	Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi bertugas menyiapkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengolahan data dan informasi.
4.	Bidang Penagihan
	Bidang Penagihan bertugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang Penagihan mempunyai fungsi, yaitu:
1.   Penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang    telah melampui batas jatuh tempo.
2.	Penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
3.	Pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap
4.	Penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesterandan tahunan.
5.	Penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
6.	Penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa.
7.	Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasaan secara rutin
8.	Penyipanan bahan laporan pengawasan.
9.Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Penagihan terdiri dari:
a)		Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
Subbidang Pembukuan dan Pelaporan bertugas menyiapkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
b)	Subbidang Penagihan
	Subbidang Penagihan bertugas melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
c)	Subbidang Verifikasi dan Evaluasi
	Subbidang Verifikasi dan Evaluasi bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bukti-bukti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5.	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan bertugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi, yaitu:
1.   Menyiapkan admnistrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.   Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. 	Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4.	Pelaksanaan Pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5.	Penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6.	Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
7.	Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
a)		Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bertugas menyiapkan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b)		Subbidang Penetapan dan Pelayanan
Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bertugas melakukan penyiapan kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
c)   Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Subbidang Pelayanan, pengelolaan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bertugas menyiapkan tugas pengolahan data dan informasi.
6.	Bidang Hukum dan Keberatan
	Bidang Hukum dan Keberatan bertugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak. Bidang Hukum dan Keberatan mempunyai fungsi, yaitu:
1.   Penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan Peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2.	Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3.	Penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
4.	Pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
5.	Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan.
6.	Penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
7.	Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
8.	Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsi.
Bidang Hukum dan Keberatan terdiri dari:
a)		Subbidang Hukum dan Potensial
Subbidang Hukum dan Potensial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menyiapkan tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retrtibusi daerah serta produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
b)	Subbidang Pengajuan dan Keberatan
Subbidang Pengajuan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
c)	Subbidang Pemeriksaan
Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
7.	UPT
	UPT atau Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakn tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi publik.

8.	Kelompok Jabatan Fungsional
	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan sesuai Keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.
D.	Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki diantaranya yaitu:

Tabel IV.8
Sarana dan Prasarana
	
No
	
Sarana dan Prasarana
	
Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	
Baik
	Rusak Ringan
	Rusak
Berat

	1
	Kendaraan Dinas Roda 4
	5 Unit
	5
	-
	-

	2
	Kendaraan Dinas Roda 2
	13 Unit
	12
	-
	1

	3
	Scanner
	1 Unit
	-
	-
	1

	4
	Komputer
	95 Unit
	93
	2
	-

	5
	Laptop/Notebook
	22 Unit
	20
	2
	-

	6
	Printer
	71 Unit
	65
	-
	6

	7
	Fax
	1 Unit
	1
	-
	-

	8
	Mesin Foto Copy
	3 Unit
	1
	-
	2

	9
	Server
	1 Unit
	1
	-
	-

	10
	Mesin Perforasi
	2 Unit
	1
	-
	1

	11
	Mesin Genset
	1 Unit
	1
	-
	-

	12
	Mesin Ketik Manual
	1 Unit
	-
	-
	1

	13
	Mesin Ketik Elektronik
	1 Unit 
	1
	-
	-

	14
	Mesin Penghancur Kertas
	6 Unit
	6
	1
	-

	15
	Meja Biro
	55 Buah
	8
	6
	5

	16
	Meja ½ Biro
	75 Buah
	-
	8
	4

	17
	Meja Pelayanan
	2 Set
	15
	-
	-

	18
	Kursi Kerja
	156 Buah
	1
	15
	2

	19
	Kursi Tamu Besi
	5 Set
	1
	1
	-

	20
	Lemari Arsip
	   16 Buah
	       12
	      3
	       -


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2024
          Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.















BAB V 
STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DUMAI
A.	Identitas  Responden
	Pada bab ini penulis menyajikan data-data yang penulis dapatkan dilapangan melalui penyebaran angket atau kuisioner penelitian Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai yaitu terdiri dari sebuah angket Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang berjumlah 76 (Tujuh Puluh Enam), masyarakat yang berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) dan instansi yang terkait dalam peningkatan pendapatan asli daerah berjumlah 7 (Tujuh).
Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut maka dibahas terlebih dahulu tentang responden. Penulis akan membahas mengenai responden yang berdasarkan jenis kelamin, tingkat usaha responden dan tingkat pendidikan responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 108 orang yang terdiri dari 76 pegawai, 25 masyarakat dan 7 orang dari instansi yang terkait dengan Badan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah di Kota Dumai, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Perusahan Listrik Negara (PLN), Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi (UKM).
Untuk dapat melihat lebih jelas data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis kelamin pada dasarnya tidak menjadi sebuah perbedaan dalam memberikan respon terhadap suatu permasalahan. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat menjadi suatu keniscayan, sehingga dengan adanya keterlibatan responden dengan jenis kelamin yang berbeda maka tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Untuk mengetahui jumlah jenis kelamin yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 berikut
Tabel V.1
Responden Beradasarkan Jenis Kelamin
	
Jenis Kelamin
	Responden
	
Jumlah (Orang)
	

 (%)

	
	
Pegawai
	
Masyarakat
	Instansi yang terkait
	
	

	
Laki-laki
	38
	10
	3
	51
	47%

	
Perempuan
	38
	15
	4
	57
	53%

	Jumlah
	76
	25
	7
	108
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2024
Berdasarkan dari tabel V.1 diatas, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 108 orang terdapat 51 orang (47%) responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 57 orang (53%) berjenis kelamin perempuan.


2.	Responden Berdasarkan Tingkat Usaha
	Usia merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tidak seutuhnya benar bahwa usia memberikan dampak pada hasil apa yang dikerjakan, namun faktor usia seringkali dijadikan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas.
Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat kematangan dalam mengambil tindakan juga dipengaruhi oleh tingkat usia. Kecenderungan yang terjadi banyak masalah dalam bermasyarakat disebabkan oleh cara pandang dan penilaian yang melibatkan usia. Kematangan dalam memberikan pilihan dan jawaban sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tingkat usia
Untuk mengetahui responden berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel V.2 berikut:
Tabel V.2
Responden Berdasarkan Tingkat Usia
	
Tingkat Usia
	Responden
	
Jumlah
(Orang)
	
Presentase (%)

	
	
Pegawai
	
Masyarakat
	Instansi yang Terkait
	
	

	20-29
	15
	5
	3
	23
	21%

	30-39
	35
	10
	4
	49
	46%

	40-49
	20
	5
	-
	25
	23%

	50-59
	6
	5
	-
	11
	10%

	Jumlah
	76
	25
	7
	108
	


Sumber Data :Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2024
	 Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat sebanyak 23 orang (21%) responden berada pada usia antara 20-29 tahun, sebanyak 49 orang (46%) responden terdapat pada usia antara 30-39, sebanyak 25 orang (23%) terdapat pada usia 40-49 dan sebanyak 11 orang (11%) terdapat pada usia 50-59.
3.	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai latar belakang pendidikan yang akan memberikan penilaian dan keikutsertaannya dalam berbagai strategi yang berlangsung. Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat pendidikan dalam penelitian, penulis memberikan tampilan data responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:
Tabel V.3 
Responden Berdasrkan Tingkat Pendidikan
	
Tingkat Pendidikan
	Responden
	
Jumlah (Orang)
	
Presentase (%)

	
	
Pegawai
	
Masyarakat
	Instansi yang Terkait
	
	

	SD
	-
	-
	-
	-
	-

	SMD
	-
	-
	-
	-
	-

	SMA
	31
	20
	4
	55
	50,92

	DIII
	11
	1
	-
	12
	11.11%

	S1
	28
	4
	3
	35
	32,40%

	S2
	6
	-
	-
	6
	5,57%

	Jumlah
	76
	25
	7
	108
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data lapangan, Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.3 di atas responden berdasarkan tingkat pendidikan terdapat 55 orang (50,92%) terdapat pada tingkat SMA, sebanyak 12 orang (11,11%) terdapat pada tingkat D3, sebanyak 35 orang (32,40%) terdapat pada tingkat S1 dan sebanyak 6 orang (5,57%) terdapat pada tingkat S2. Bila dilihat jumlah responden terbanyak itu terdapat pada tingkat pendidikan SMA dan jumlah responden paling sedikit itu pada tingkat pendidikan S2.
B.	Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai.
Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai maka penulis akan mengukur Strategi berdasarkan teori yang digunakan sebagai indikator adalah konsep teori Geoff Mulgan (2009) mengemukakan 5 indikator untuk mengukur Strategi indikator sebagai berikut
1)	Purposes
	Yang dimaksud dengan Purposes dalam penelitian ini yaitu, tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Untuk melihat Purposes dalam penelitian ini diukur melalui sub indikator dibawah ini:
a.	Kemampuan pimpinan dalam menyusun strategi yang jelas dalam memimpin.
Upaya untuk menjalankan tugas dan fungsi pegawai dalam rangka mencapai tujuan perlu dimulai dari menyusun strategi dengan baik. Semakin baik suatu pimpinan mampu menyusun perencanaan strategi secara matang maka dapat terealisasikan sesuai strategi yang telah ditetapkan.
b.  	Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai strategi yang telah direncanakan.
Perencanaan yang telah disusun oleh pimpinan perlu direalisasikan dengan cara-cara yang efektif dan efesien. Pegawai perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat mencapai program yang telah direncanakan.
c.  Kemampuan pegawai dalam menjalankan strategi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
		Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang mampu menjalankan strategi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan organisasi serta kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan efektif.
		Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai terhadap indikator Purposes dapat dilihat pada tabel V.4 berikut :





Tabel V.4
Tanggapan Responden tentang Purposes 
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator

	Kategori
Responden
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Kemampuan pimpinan dalam menyusun strategi yang jelas dalam memimpin
	Frek

	84
	21
	3
	108

	
	
	Skor
	252
	42
	3
	297

	2.
	Kemampuan pegawai menjalankan tugas sesuai strategi yang telah ditetapkan
	Frek
	73
	29
	6
	108

	
	
	Skor
	219
	58
	6
	283

	3.
	Kemampuan pegawai menjalankan strategi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
	Frek
	65
	37
	6
	108

	
	
	Skor
	195
	74
	6
	275

	
Jumlah
	Frek
	222
	87
	15
	324

	
	%
	68%
	27%
	5%
	100%

	
	Skor
	666
	174
	15
	855


Sumber Data: Hasil pengelolaan data, 2024	
Dari tabel V.4 dilihat bahwa hasil tanggapan tentang indikator Purposes pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Baik. Hal ini diukur melalui tiga sub indikator yaitu, sub indikator pertama memperoleh skor sebesar  297, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebesar 283, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebesar  275. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk Purposes ialah 855 skor ini berada pada kategori Baik.
Selanjutnya, penulis menyajikan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Purposes (Tujuan) dalam bentuk Diagram V.1 sebagai berikut:
[image: ]
Hasil penelitian tentang indikator Purposes (Tujuan) terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, berada pada kategori Baik dengan persentase sebanyak 68%, sementara kategori Cukup Baik dengan persentase sebanyak 27% dan kategori Tidak Baik dengan persentase sebanyak 5%.
Sedangkan hasil perolehan skor atas jawaban responden untuk indikator Purposes pada Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:	
	
		  855
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Berdasarkan garis kontinum diatas, dapat dilihat tanggapan dari 108 orang responden terhadap indikator purposes dapat dikategorikan baik, dengan total keseluruhan skor berjumlah 855 yang berada pada garis interval 756-972.
2.	Environtment  (Lingkungan)
	Yang dimaksud Environtment dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Memahami Environtment ini sangat penting agar Badan Pendapatan Daerah dapat merumuskan strategi yang tepat dan responsif. Environtment yang dimaksud  yaitu seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a.  Kemampuan pegawai memahami perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak
Dalam hal ini dilihat dari kemampuan pegawai dalam menganalisis faktor-faktor ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman pegawai mengenai perubahan kondisi ekonomi tidak hanya mendukung Badan Pendpatan Daerah dalam merumuskan strategi yang tepat, tetapi juga membangun hubungan positif dengan masyarakat dan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajb pajak dan akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah.
b. Kebijakan yang diterapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Dumai
Hal ini dapat dilihat dari Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Kebijakan yang diterapkan dengan baik tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi juga membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
c. Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai
Hal ini dapat dilihat dari Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai kota pelabuhan. Dumai bisa memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang ada, seperti pantai atau wisata ekowisata, jika sektor ini dikembangkan dengan baik pajak dari hotel, restoran, dan tempat wisata akan meningkat. Peluang dari UKM juga tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan usaha kecil menengah di Dumai bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi daerah.
	Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai  terhadap indikator Environtment peneliti menjabarkan atau menjelaskan hasil jumlah skor didapatkan melalui pengumpulan jawaban responden dalam bentuk data dan data tersebut dapat dilihat pada tabel V.5 berikut:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Environtment (Lingkungan) 
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Kemampuan pegawai memahami perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak
	
Frek

	
68
	
34
	
6
	
108

	
	
	
Skor
	
204
	
68
	
6
	
278

	2.
	Kebijakan yang diterapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD
	Frek
	60
	42
	6
	108

	
	
	 Skor
	180
	84
	6
	270

	3.
	Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatan PAD di Kota Dumai
	Frek

	46
	52
	10
	108

	
	
	
Skor
	
138
	
104
	
10
	
252

	
Jumlah
	Frek
	174
	128
	22
	324

	
	%
	54%
	39%
	7%
	100%

	
	Skor
	522
	256
	22
	800


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data, Tahun 2024

Dari  Tabel V.5 diatas hasil tanggapan tentang indikator Environtment pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Baik. Hal ini diukur melalui tiga sub indikator yaitu, sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 278, sementara sub indikator kedua memperoleh skor 270 dan untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 252. Maka dari itu, Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk indikator Environtment ialah 800 skor ini berada pada kategori Baik. 
Selanjutnya, penulis menyajikan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Environtment (Lingkungan) dalam bentuk diagram V.2 yaitu:

Hasil penelitian tentang indikator Environtment (Lingkungan) terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, berada pada kategori Baik dengan persentase (53%), sementara kategori Cukup Baik dengan persentase (39%) dan kategori Tidak Baik dengan persentase 7%.
Sedangkan hasil perolehan atas skor jawaban responden untuk indikator Environtment dalam Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:	

	
	800
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Berdasarkan garis kontinum diatas, dapat dilihat tanggapan dari  108 responden terhadap indikator Environtment dapat dikategorikan Baik, dengan total keseluruhan skor berjumlah 800 yang berada pada garis interval 756-972.
3.	Direction (Pengarahan)
	Yang dimaksud Direction dalam penelitian ini adalah Pengarahan merujuk pada langkah-langkah strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. pengarahan dalam pelaksanaan strategi dilakukan dengan komunikasi yang terencana dan terarah, dimana fokus utama adalah memastikan semua pihak memahami perannya dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, untuk melihat Direction sebagai salah satu indikator Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a.	Kemampuan pegawai dalam memberikan solusi kepada wajib pajak sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan
Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam memecahkan dan memberi solusi ketika ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai. 
b.		Kemampuan pegawai menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami masyarakat dalam menjelaskan manfaat Pendapatan Asli Daerah
		Upaya ini dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pegawai dan masyarakat. Masyarakat yang memahami manfaat pendpatan asli daerah akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, sehingga mendukung peningkatan pendapatan daerah. ini penting untuk memastikan bahwa badan pendapatan daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi daerah. kemampuan pegawai dalam berkomunikasi secara efektif berkontribusi besar pada kesadaraan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan asli daerah.
c.		Kemampuan pegawai dalam melaksanakan prinsip administrasi dalam   pelayanan
		Dalam hal ini dapat dilihat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, serta kemudahan masyarakat dalam proses pembayaran pajak dan retribusi daerah dari proses pendaftaraan hingga proses pembayaran dan lainnya.
		Tanggapan responden mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai terhadap ketiga sub indikator pada indikator Direction (Pengarahan) dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini:
Tabel V.6
Tanggapan Responden tentang Direction pada 
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator

	Kategori
Penilaian
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Kemampuan dalam memberikan solusi kepada wajib pajak sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan
	Frek
	41
	57
	10
	108

	
	
	
Skor
	
123
	
114
	
10
	
247

	2.
	Kemampuan pegawai menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami dalam menjelaskan manfaat pajak
	Frek
	32
	62
	14
	108

	
	
	
Skor
	
96
	
124
	
14
	
234

	3.
	Kemampuan pegawai dalam melaksanakan prinsip adminstrasi dalam pelayanan
	Frek
	65
	34
	9
	108

	
	
	Skor
	195
	68
	9
	272

	
Jumlah
	Frek
	138
	153
	33
	324

	
	%
	43%
	47%
	10%
	100%

	
	Skor
	414
	306
	33
	753


Sumber Data: Hasil pengelolaan data, Tahun 2024
Dari tabel V.6 dilihat bahwa hasil tanggapan responden tentang indikator Direction pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Cukup Baik. Hal ini diukur dari tiga sub indikator yaitu sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 247,sementara sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 234 dan untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 272. Maka dari itu, berdasarkan dari jumlah ketiga Sub Indikator di atas dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Direction sebesar 753.
	Selanjutnya, penulis menyajikan data presentase terkait jawaban responden tentang indikator Direction (Pengarahan) dalam bentuk Diagram V.3 sebagai berikut:
[image: ]
Hasil penelitian tentang indikator Direction terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, berada pada kategori Cukup Baik dengan presentase sebanyak 47%, sementara kategori Baik dengan presentase 43%, dan kategori Tidak Baik dengan presentase sebanyak 10%.
Sedangkan hasil perolehan skor atas jawaban responden untuk indikator Direction pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai penulis menjelaskan garis kontinum yang dapat dilihat sebagai berikut:753

	
		
 324               TB             540	  CB	           756	      B                  972
Berdasarkan garis kontinum di atas, dapat dilihat tanggapan dari 108 orang responden terhadap indikator Direction (Pengarahan) dapat dikategorikan Cukup Baik, dengan total keseluruhan skor berjumlah 753 yang berada pada garis interval 540-756. 
4.	Action (Tindakan)
	Dapat dilihat dari proses impementasi, hasil yang dicapai, serta dampak nyata yang terjadi setelah tindakan dilakukan. Hasil yang konkret adalah ukuran utama keberhasilan suatu tindakan, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu, efektivitas tindakan juga terlihat dari sejauh mana tujuan dicapai dengan efisiensi optimal. Konsistensi antara tindakan dengan strategi yang telah direncanakan juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan action.
Untuk melihat Action dalam penelitian ini diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a.   Kemampuan pegawai mencapai target yang telah ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan perencanaan strategi
	Hal ini dapat dilihat dari strategi yang ditetapkan pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah berhasil dicapai sesuai dengan waktu, sumber daya dan langkah-langkah yang direncanakan sebelumnya. Keberhasilan ini biasanya diukur berdasarkan realisasi pendapatan asli daerah yang sejalan dengan target dan strategi yang dibuat.
b.   Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan startegi.
	Dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuann seluruh pihak badan pendapatan daerah termasuk pimpinan dalam merancang anggaran-anggaran yang memadai guna pencapaian strategi yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
c.   Sistem pembayaran berbasis online mengurangi resiko keterlambatan pembayaran pajak
Dengan ada nya sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung dan melalui platform digital, yang berkontribusi pada peningkatam efesiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pajak. Dapat dilihat dari analisis data statistik pembayaran dapat memberikan gambaran jelas tentang jumlah dan frekuensi transaksi yang dilakukan melalui sistem online. 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Strategi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap indikator Direction dapat dilihat pada tabel V.7 sebagai berikut:
Tabel V.7
Tanggapan Responden tentang Action
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator

	Kategori Penilaian
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Kemampuan pegawai mencapai target yang telah ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan perencanaan strategi
	Frek
	86
	22
	0
	108

	
	
	
Skor
	258
	44
	0
	302

	2.
	Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan startegi.
	Frek
	48
	40
	20
	108

	
	
	
Skor
	144
	80
	20
	244

	3.
	Sistem pembayaran berbasis online mengurangi resiko keterlambatan pembayaran pajak.
	Frek
	69
	38
	3
	108

	
	
	Skor
	207
	72
	3
	282

	
Jumlah
	Frek
	203
	98
	23
	324

	
	%
	63%
	30%
	7%
	100%

	
	Skor
	609
	196
	23
	828


Sumber Data : Hasil pengelolaan data, Tahun 2024
	Dari tabel V.4 dilihat bahwa hasil tanggapan responden tentang indikator Action pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Baik. Hal ini diukur melalui tiga sub indikator , untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 302, sementara sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 244, dan untuk sub indikator yang ketiga memperoleh skor sebanyak 282. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Action sebesar 828.
	Selanjutnya penulis menyajikan data presentase terkait jumlah responden tentang Action ( Tindakan) dalam bentuk diagram V.4 sebagai berikut:
[image: ]
Hasil penelitian tentang indikator Action pada Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai, berada pada kategori Baik dengan presentase sebanyak 63%, sementara kategori cukup baik dengan presentase 30% dan diikuti dengan kategori tidak baik dengan presentase sebanyak 7%
Sedangkan hasil perolehan skor atas jawaban responden untuk indikator Direction pada Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut:
828
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Dari garis kontinum di atas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang indikator Action yang mendapatkan total skor sebanyak 828. Sehingga dapat dikategorikan Baik, karena berada pada rentang skor  756-972.
5.	Learning (Pembelajaran)
	Learning dalam penelitian ini adalah Mengacu pada bagaimana organisasi belajar dari pengalaman, data, evaluasi kinerja, perubahan lingkungan ekonomi, serta praktik-praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain. 
a.   Kemampuan pegawai dalam menggunakan data dan informasi yang relevan untuk menilai strategi
Hal ini dapat dilihat adanya kemampuan pegawai tidak hanya sekedar menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga terus belajar dan berinovasi melalui penggunaan data dan informasi yang relevan. Hal ini memastikan bahwa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat selalu disesuaikan dan diperbaiki berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari evaluasi data yang akurat dan terikini.
b.   Umpan balik dari wajib pajak untuk pengembangan strategi
	Hal ini dapat dilihat dari proses pembayaran, jika proses pembayaran terasa mudah dan transparan, wajib pajak akan membayar kewajibannya tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan dan dapat dilihat dari presentase target dan realisasi yang ditetapkan. 
c.  Kemampuan pimpinan dalam membuat strategi baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah
Hal ini dapat dilihat dari adanya evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil yang diperoleh, yang merupakan bagian dari pembelajaran yang berkelanjutan. 
Tanggapan Responden mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai terhadap ketiga sub indikator pada indikator learning dapat diliat pada tabel V.8 sebagai berikut:



Diagram V.8
Tanggapan Responden Tentang Learning
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Penilaian
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Kemampuan pegawai dalam menggunakan data dan informasi yang relevan untu menilai strategi
	Frek
	46
	46
	16
	108

	
	
	Skor
	138
	92
	16
	246

	2.
	Umpan balik dari wajib pajak untuk pengembangan strategi
	Frek
	44
	53
	11
	108

	
	
	Skor
	132
	106
	11
	249

	3.
	Kemampuan pimpinan membuat strategi baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah
	Frek
	49
	46
	13
	108

	
	
	Skor
	147
	92
	13
	252

	Jumlah
	Frek
	139
	145
	40
	324

	
	%
	43%
	45%
	12%
	100%

	
	Skor
	417
	290
	40
	747


Sumber Data : Hasil pengelolaan data, tahun 2024 
	Dari tabel V.8 diatas, dilihat bahwa hasil tanggapan tentang indikator Learning (pembelajaran) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Cukup baik. Hal ini diukur melalui tiga sub indikator yaitu, sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 417, sementara sub indikator  kedua memperoleh skor sebanyak 290 dan untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 40. Berdasarkan jumlah sub ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan, sehingga diperoleh total skor untuk Learning ialah 747 skor ini berada pada kategori Cukup Baik.
Selanjutnya, penulis menyajikan presentase tentang indikator Learning (Pembelajaran) dalam bentuk Diagram V.5 sebagai berikut: 
[image: ]
Hasil penelitian tentang indikator Learning terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, berada pada kategori Baik dengan presentase sebanyak 43%, sementara kategori cukup baik dengan presentase 45% dan kategori tidak baik dengan presentase sebanyak 12%.
Sedangkan hasil perolehan skor atas jawaban responden untuk indikator learning pada Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini: 747
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	Berdasarkan garis kontinum diatas, dapat dilihat tanggapan 108 orang responden terhadap Learning dapat dikategorikan baik, dengan total keseluruhan skor berjumlah 747 yang berada pada garis interval   540-755.
	Strategi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang dilihat melalui lima indikator, yaitu Purposes, Environtment, Direction, Action, dan Learning dapat diketahui dalam rekapitulasi data pada tabel berikut ini:

Tabel V.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Strategi Badan
Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai
	
No
	
Indikator
	Kategori 
Penilaian
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Purposes
	Frek
	222
	87
	15
	324

	
	
	Skor
	666
	174
	15
	855

	2.
	Environtment
	Frek
	174
	128
	22
	324

	
	
	Skor
	522
	258
	22
	800

	3.
	Direction
	Frek
	138
	153
	33
	324

	
	
	Skor
	414
	306
	33
	753

	4.
	Action
	Frek
	203
	98
	23
	324

	
	
	Skor
	609
	198
	23
	828

	5.
	
Learning
	Frek
	139
	145
	40
	324

	
	
	Skor
	417
	290
	40
	747

	
Jumlah
	Frek
	876
	611
	133
	1.620

	
	%
	54%
	38%
	8%
	100%

	
	Skor
	2.628
	1.222
	133
	3.983


Sumber Data: Hasil pengelolaan data, Tahun 2024

	Berdasarkan tabel V.9 di atas, dapat diketahui bahwa dari 108 orang responden telah memberikan tanggapannya terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai. Dari lima indikator yakni Purposes memperoleh skor (855) Environtment memperoleh skor (800), Direction memperoleh skor (753), diikuti dengan Action memperoleh skor (828) dan Learning memperoleh skor (747). Selanjutnya dilakukan penjumlahan dari masing-masing skor indikator maka diperoleh skor sebesar (3.983).
	Selanjutnya, penulis menyajikan data presentase terkait jumlah keseluruhan jawaban responden tentang kelima indikator yaitu Purposes, Environtment, Direction, Action dan Learning dalam bentuk Diagram V.6 sebagai berikut:

Hasil penelitian tentang keseluruhan indikator pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dinyatakan Baik sebesar 54%, kategori Cukup Baik 38% dan kategori Tidak Baik 8%.
	Maka kesimpulan dari tampilan diagram pie diatas ialah, indikator yang sangat mendukung dan berpengaruh pada Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai ialah indikator Purposes (tujuan) dengan memperoleh hasil skor 855 dan mencapai 54% dalam kategori Baik.
	Dari uraian penjelasan diagram yang diperoleh atas seluruh jawaban responden untuk seluruh indikator dalam Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, peneliti juga menjelaskan skor tersebut dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:
	3983

		
1.620           TB             2.700	  CB	         3.780	        B	          4.860
	Berdasarkan garis kontinum diatas, bahwa untuk strategi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai di kategorikan 3.983 berada pada rentang skor 3.780-4.860 dinyatakan dengan kategori Baik.
C.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dalam upaya meningkatkan pad masih belum terlaksana secara optimal.  Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dilihat sebagai berikut:
1.   Faktor Pendukung
	Berdasarkan hasil penelitian terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai penulis menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi antara lain:
a)	Terlaksananya Purposes pada organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menetapkan strategi yang direncanakan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar waktu dan menjalankan tugas sesuai dengan strategi telah ditetapkan.
b) 	Terlaksananya Environtment pada organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mendukung pencapain tujuan serta efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dengan kemampuan pegawai menjalankan kebijakan dan praktek yang mempengaruhi faktor lingkungan, dan kemampuan pegawai dalam melihat pendapatan-pendapatan baru.
c)	Terlaksanannya Action dalam organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdapat hasil sistem pembayaran online yang mempermudah proses administrasi dan mendorong transparansi.

2.	Faktor Penghambat
	Adapun faktor penghambat terhadap Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut:
a)	Masih kurangnya Direction pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang kurang memberikan pelayanan, arahan, dan solusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
b)	Masih kurangnya Learning dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dilihat dari pengalaman, data dan hasil yang sudah ada untuk meningkatkan strategi.














BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota dumai, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran:
A.	Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai, maka penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai dengan jumlah keseluruhan frekuensi indikator sebanyak 3.983, dengan kategori penilaian Baik sebanyak 876 (54%), terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 5 (lima) indikator yaitu Purposes, Environtment, Direction, Action, dan Learning.
2.	Faktor pendukung Strategi Badan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai  yaitu Purposes, Environtment dan Action pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Sementara, faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai yaitu kurangnya terhadap Direction dan Learning pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.
B.	Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1.	Disarankan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat memperhatikan dan meningkatkan Strategi terhadap indikator Direction dan Learning dalam setiap pelaksanaan strategi lainnya, dalam rangka tercapai berbagai strategi peningkatan pendapatan asli daerah bisa berjalan secara efektif dan efesien
2.	Disarankan kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, Ini akan membantu mereka memahami arah kebijakan secara jelas dan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam implementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pegawai Bapenda harus terus mengikuti pelatihan dalam bidang perpajakan, manajemen, dan teknologi terbaru. 
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DIAGRAM V.2
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG ENVIRONTMENT
INDIKATOR 2	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.53703703703703709	0.39	6.7901234567901231E-2	
REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA DUMAI
INDIKATOR KINEJRA	Baik	Cukup Baik	Tidak baik	0.54074074074074074	0.37716049382716049	8.2098765432098764E-2	
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DIAGRAM V.3
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DIAGRAM V.4
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IDIAGRAM V.5
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